
BUPATI ROKAN HILIR 
PROVINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR 
NOMOR TAHUN 2023 

TENTANG 

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA 

KE PALA DIN AS PE NAN AMAN MODAL DAN PELAY ANAN TERPADU 
SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ROKAN HILIR, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas penzman 
berusaha yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, 
dan akuntabel diperlukan peraturan yang mengatur 
pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan 
kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat ( 1 )  
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Beruasaha di Daerah, 
Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pin tu Kabupaten/ Kota; 

c.  bahwa Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 33 Tahun 
2020 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang 
Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non 
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan 
perundangundangan sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian 
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 
Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945); 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 
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Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 8 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) ,  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4880); 

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

4 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 1 1 2 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

6.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 292 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ) ;  

7.  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 ) ;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018  Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6215 ) ;  

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021  tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis R is iko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 2 1  

Nomor 15 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 661 7) ;  

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021  tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 6 ,  



Menetapkan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6618) ;  

1 1.  Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2 0 1 4  tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4  
Nomor 2 2 1 ) ;  

1 2 .  Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2 0 1 8  ten tang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8  Nomor 182 ) ;  

13 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2 0 1 7  
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7  
Nomor 1956) ;  

14 .  Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 1  
Tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran 
Daerah Tahun 2016  Nomor 1 1 )  sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 
Nomor 13  Tahun 2 0 1 9  tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 1  
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rokan Hilir Tahun 2 0 1 9  Nomor 13); 

15 .  Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 97 Tahun 2 0 2 1  
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan H i l i r  
(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2 0 2 1  
Nomor 97); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN 
WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN 
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN 
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN 
H ILIR. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir. 
2 .  Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Kabupaten yang memimpin pelaksanaan ursan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Rokan Hilir. 

3 .  Bupati adalah Bupati Rokan Hilir. 
4 .  Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Rokan Hilir. 
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah di Lingkungan 



Rokan Hilir yang menyelenggarakan urusan 
penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pemerintah Kabupaten 
pemerintahan di bidang 
Pin tu Dae rah. 

6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/ atau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/ a tau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung 
gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. 

7 .  Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha 
untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ a tau kegiatannya. 

8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kcgiatan 
perizinan berusaha di daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik 
mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang 
dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. 

9. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Nonperizinan yang proses 
pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya 
dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu atap. 

10 .  Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

1 1 .  Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cidera atau kerugian dari 
suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. 

1 2 .  Perizinan Berusaha Ber basis Risiko adalah Perizinan Berusaha 
berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. 

1 3 .  Sisten Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single 
Submission) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem Perizinan 
Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Untuk dan atas nama 
menteri, pimpinan lembaga, Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha 
melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

14 .  Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya 
sesuatu kepadu seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan 
pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan . 

1 5 .  Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat 
KBLI, adalah mengklasifikasi aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang 
menghasilakan produk/output baik berupa barang maupun jasa, 
berdasarkan lapangan usaha/Bidang Usaha yang digunakan sebagai acuan 
standar dan alat koordinasi, migrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan 
statistik. 

Pasal2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk: 
a. mewujudkan tertib administrasi pelayanan dibidang penzman 

berusaha; 
b .  mewujudkan pelayanan dibidang berusaha yang cepat, efektif dan 

transparan; dan 
c .  mewujudkan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan dibidang berusaha. 

Pasal3 

Bupati ini adalah untuk meningkatkan 
penzman berusaha sehingga dapa t 

cepat, mudah, terintegrasi, transaparan, 

Tujuan ditetapkannya Peraturan 
kualitas pelayanan dibidang 
dipertanggungjawabkan secara 
efektif, efisien dan akuntabel. 



BAB II 
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN 

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN 

Pasal4 

( 1 )  Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah 
daerah kepada Kepala DPMPTSP. 

(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  meliputi : 

a .  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber-KBLI; 

b. Perizinan Berusaha Non KBLI; 

c.  Perizinan Non Berusaha Non KBLI; dan 

d. Non Perizinan. 

(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber-KBLI sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah 
Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. 

(4) Perizinan Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b, merupakan persyaratan/kewajiban penzman berusaha dalam 
menunjang kegiatan usaha. 

(5) Perizinan Non Berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang­ 
undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko. 

(6) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ,  dapat 
melalui sistem yang difasilitasi oleh Pemerintah Pusat dan/ atau 
Pemerintah Daerah sesuai standar yang diterapkan oleh Pemerintah 
Pusat. 

Pasal5 

Rincian Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud 
ayat (2 ) ,  tercantum dalam Lampi ran yang merupakan 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 

Pasal6 

dalam Pasal 4 
bagian tidak 

Dalam menyelenggarakan pelayanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
Perangkat Daerah terkait. 

Perizinan dan Non Perizinan 
DPMPTSP berkoordinasi dengan 

BAB III 
KEWAJIBAN 

Pasal 7 

Dalam mclaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ,  
Kepala DPMfYfSP berkewajiban untuk: 

a. Menjamin kelancaran pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan 
Non Perizinan kepada masyarakat; 

b .  Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait 
dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang baik 
pada saat dan pasca diterbitkan; 



c. Menyusun Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan 
Maklumat Pelayanan Publik untuk masing-masing Perizinan Berusaha 
Berbasis Resiko dan Non Perizinan serta memproses penetapannya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan 

d. Melaporkan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non 
Perizinan secara berkala dan/ atau secara insidentil kepada Bupati 
dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hilir 
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang 
Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Nomor 33), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan 
Hilir. 

Ditetapkan di Bagansiapiapi 
pada tanggal 2023 

AFRIZAL SINTONG 

AEN SH 

.RNS@RSuai dengan aslinya 
oAGIAN HUKUM 

' 

Diundangkan di Bagansiapiapi 
padatanggal 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN ROKAN HILIR, 

1017 200012 1 002 

SERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 
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